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BUPATI PULAU MOROTAI, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota 
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pulau 
Morotai tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun Anggaran 2019. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi 
Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4937); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

BUPATI PULAU MOROTAI 
PROVINS! MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATl PULAU MOROTAl 
NOMOR II. TAHUN 2019 

TENT ANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA KABUPATEN PULAU MOROTAl TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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4. Undafta·Unden1 Non• 30 Tahun ~• 
Admtnl1traat Penierlntahan (Lembmm Nepra 1epra 
lndonHla Tahun 2014 N0t11or 292, Tambl.han Lemt.nr.n 
Nepra Republik lndoneafa Noanor S601); 

5. Peaaturan Pemerfntah Nomor 43 Tahun 2014 tentana 
Peraturan Pelakaanaan Undang-Undang No:t11or 6 Tahun 
2014 ten tang Deaa (Lembaran Negara Republik lndoneeia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), aebagaimana teleh diubah 
dengan Peraturan Pernerintah N0111or 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang N0111or 6 
Tahun 2014 tentang Desa (I...embaran Negara Repub1il< 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tamba.han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintab Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2019; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
ten tang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341); 

9. Peraturan Men teri Keuangan N omor 199 / PMK.07/201 7 
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 
Tahun 2012 ten tang Pembentukan Desa-Desa dalam 
Kabupaten Pulau Morotai; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 05 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: 

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019. 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: . 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. 
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai. . . . 
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 
Kabupaten Pulau Morotai. . 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lam, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan narna 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa. 

7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri. 

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi 
Hasil. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 
A:BN,. ~da]ah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

11 · Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
A:BD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakuan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MSMUTUSKAN: 

, PSRATURAN BUPATI PULAU MORafAl TBNTANO TATA CAltA 
• PEMBAOIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DB8A 81fflAP 

DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANOOARAN 
2019. 
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Pasa14 
( l) Alokas! AfirrtlAAi setiap Deaa scbagaimnna dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

b, dibertkan kepada DeSA T rtingga] dan D sa angat Tertinggal yang 
memiJiki jumlah penduduk mlskln tinggi. 

Pasal 3 
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. 
dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jurnlah desa 
sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 
Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2019. 

Pasal 2 
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 
2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afir masi; dan 
c. Alokasi for mula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap 
desa. 

BAB JI 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

selama satu periode anggaran. 

14 

YMI dapat dml1ld 
lcayeen 1an1 b1,11ubuftlln 

d 
tuk 

t d but. 
uanpn De1a ad•lah keeeluruhan kell•tan yan1 meMputi 

un, penpngara.n, penataueeh•an, pelaporan, pe. tan•••fll 
ban dan penpwaean keuangan deea. 

I . nina Kaa Umum Negara, yang aelanjutnya diaingkat RKUN, •d•Jeh 
rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan aelaku Bendahara Umum Negara untuk menampung aeluruh 
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada 
bank sentral. 

16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening 
tempat penyimpanan uang desa yang clitentukan oleh Kepala Desa untuk 
menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh 
pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan. 

18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, 
adalah selisih Jebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
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Pasal 9 
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari 

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 

Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana 
Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. 

BAB III 
PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 8 
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai 
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pulau 
Morotai ini. 

Pasal 7 
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
c disusun dan ditetapkan oleh Bupati Pulau Morotai berdasarkan data dari 
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan 
urusan pemerintah di bidang statistik. 

AF Kab/Kota - Alokasi Fo1111ula Kabupaten Pulau Morotai 

Z4 

Z3 

= Alokasi Fo1 mula setiap Desa 
- rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 

penduduk Desa Kabupaten Pulau Morotai 
- rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total 

penduduk miskin Desa Kabupaten Pulau Morotai 
- rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah 

Desa Kabupaten Pulau Morotai 
- rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pulau 

Morotai 

Z2 

Pasal 6 
Penghitungan alokasi for mula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 
5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 
AF Desa = {(O, 10 * Zl) + (0,50 * Z2) + (0, 15 * Z3) + (0,25 * ZA)} * AF Kab/Kota 

Keterangan: 
AF Desa 
Zl 

(2) Bwran Alokaal Aflmuaal Nttap De111 eebeptrnana dtmekwd ,-da a,at (1} 
dfhftuna berda1arken ketentuan daJam Peraturan Menter! 
menaenat Tat.a Cara Penplokaafan Dana Deaa 

Paul 5 
Alokaai fo11,1ula aebagaimana dimakeud pada Paul 2 huruf c, dihitung 
berdaaarkan data jumlah penduduk, angka kemiakinan, luaa wilayah, dan 
indeka kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
statistik. 

Scanned by TapScanner



6 

Pasal 10 

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia 
serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja 
pemerintah Desa. 

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu 
pada prioritas pembangunan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri 
Desa :embangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan kebijakan 
pemenntah daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dituangkan dalam 
APB Des. 

BAB IV 
PENGGUNAAN DANA DESA 

(~ Penyaluran Den• 0111 Nbepfm•n& dtmakaud p.t• 1vat (1J 
1eoen. bea ••ba.p. denpn ketentuan eebept berlkut: 
a. tahap I paHna cepat bulan Januari dan palin1 J•mbat minalU tcetl• 

bulan Junf eebe1er 30% (dua puluh pereen); 
b, tahap II palfn1 cepat bulan Maret dan paling lambat rntngu ke.e1npat 

bulan Juni sebe1er 40% (empat puluh persen); dan 
c. tahap Ill paling cepat bulan Juli sebeear 40o/o (empat puluh persenl. 

(4) Penyaluran Dana Oesa dart RKUD ke RKD tahap I dilakaenakan aetelah 
Bupati Pulau Morotai menerlrna peraturan Desa mengenai APBDea dari 
Kepala Desa. 

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah 
Bupati Pulau Morotai menerima laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa. 

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah 
Bupati Pulau Morotai menerima laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa. 

(7) Laporan realisa.si penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 
dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan 
rata-rata realisa.si penyerapan paling kurang sebesar 75o/o (tujuh puluh 
lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 
sebesar SOo/o (lima puluh persen). 

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh 
kegiatan. 

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai 
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian 
output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output. 

( 10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 
belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat 
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan 
yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. 
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Pasal 12 
( 1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa. 
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan ata 

D D s penggunaan ana esa. 

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 11 
( 1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada 

pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang 
dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan 
dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan 
b~u lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 
dan masyarakat Desa setempat. 

(3) KebUakan Pemerfntahan Daerah eebepimana dfmakaud peda a,rt _.; 
diprioritaakan pada u11ha mtlao kecil menenph, pe,nbentukan dan 
pembanaunan BUMDee/ Koperaet, lnetalaef Afr Berafh, lnstaJaai/ Jarinpn 
Penerangan Rumah Penduduk, Pengadaan Lampu JaJan, Jarinpn 
Peneranpn Umum (JPU), Pengolahan Sampah Deaa, Pengadaan 
Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah, Pengadaan Bak Sampah 
Perumahan Warga, Pengadaan Nomor Rumah, Pernbangunan dan 
Pengadaan PERTAMINI Desa, Kesehatan, Honorarium Tenaga Pengajar 
PAUD, Posyandu, Satgas Sampah dan Petugas Kebersihan, Festival 
Wisata Desa serta Dapur Sehat (Rumah La.yak Huni) dan Rehab Rumah 
Tidak La.yak Huni (RTLH) bagi penduduk desa di Pulau Morotai. 

{4) Selain kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat {3), terdapat pula program penunjang yang dapat dilaksanakan 
seperti kegiatan Pemuda/Olahraga, Kegiatan Hari-hari Besar 
Nasional/Keagamaan, Program Kegiatan Majelis Ta'lirn, STQ dan 
Pesparawi, Program Kegiatan Majelis Gereja, Program Kegiatan PKK. 

{S) Prioritas pembangunan Daerah tahun anggaran 2019 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digunakan sebagai 
pedoman dalam penetapan rencana kerja pemerintah Desa Tahun 
Anggaran 2019. 

(6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didelegasikan 
kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang 
diberikan secara tertulis pada saat mengevaluasi Rancangan Peraturan 
Desa mengenai APBDesa. 
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Pasal 14 

(1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 
a. Bupati belurn menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5); 
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumn a lebih 

dari 30% (tlga puluh p rsen}; darr/atau .. 
c. Terdapat usulan dari aparat p ngawns fungsional daerah. 

BAB VT 
SANKS! 

ltpDillft 
tah p aluran tc.pMt• Bupmi me1llhd 

dllllfflpajkan lcepada Olilu Planberdayeen MMJaftlkat 
• dan naelola•n Keuanpn dan Aaet t>Mt*h, den 
t D& rah. 

£:2) Lepcwan 1calieaai penyerapan dan capaian output Dana DeM 
imana dimakaud pada ayat ( 1) terdiri ataa: 

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala De•; 
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Deaa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Oesa; dan 
c. tahap Ill berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa sampai dengan tahap II. 
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tabun 

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tabun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 
dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu 
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 
Kepala Desa dapat menyampaikannya pemu takhiran capaian output 
kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada 
aplikasi software. 

(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan 
realisasi penerapan Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
dengan memerintahkan Camat berkoordinasi dengan Kepala Desa. 

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian Output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Camat setempat. 

(8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian Output sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) diinput melalui sistem yang disediakan Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. 

(9) Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani 
dan disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa. 

(I) 

t 
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Pasal 15 
(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (1) huruf a telah diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau 
sama dengan 30°/o; dan 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan 
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke 
RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 
Dana Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan 
mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling larnbat akhir bulan November tahun 
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan 
APBDes tahun anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RI<UD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran 
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

uran Dana •blipfmena ...._. 
b dllalluken mrhadap penyalurui Dene 0... adlap I 

belj1Jen •be1ar Sf• Dana Ona di RKD tabm1 - 
\lmnya. 

(3) D&Jem hal St• Dana De• di RKD tahun an11•ran eebelu11mya leblh 
beeer dari Jumlah Dana De• yan1 akan dtulurkan pada tahap n, 
penyaluran Dana Deu tahap II tidak dtlakukan. 

(4) Da.lam hal aampai dengan mlnggu pertama bulan Juni tahun anggeran 
berjalan aiu. Dana Deaa di RKD tahun anggaran eebelumnya maaih lebih 
besar dari 30% (tiga puluh persenl, penyaluran Dana Desa yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi 
sisa Dana Desa di RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf c disampaikan 
oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi 
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana 
Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 
DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 
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BERIT. DAERAH f<ABUPAT~N PUl.1AU MORO'fAI TAliUN 2019 NOMOR 

Diundangkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PULAU MOROTAI ' 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 1 

BUPATI ULAU MOROTAI, 

Pasal 17 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 
(t) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal eetelah 

dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana 
Desa di RKD lebih dari 300/o (tiga puluh persen). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada penyaluran Dana Desa tabun anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 
Fisik dan Dana Desa. 

uht tan pmyalu • .,. 
bulan Junl tahun angaran betjalaft, 8uJNdl 

pea rnint••n penyaluran ••• Dana De• taMP n J8ftl 
um di lutltan dart RKUN ke RKUD kepada Kep.lla KPPN 11elaku KPA 

uran OAK Fieik dan Dana Deea paling lambat mtnau kedua bul&ft 
Junl tahun angaran berjalan. 
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PAIUDMADIM.,., 
ICICAMATAN NAMADIIA I .. I 

•clffl1t1n Morotal Selat1n Aha 79SA!M!!, 
1 

' Nakamura 825,324,000 
2 - 

- 

I 3 Wawama - 
898,632,000 

- - - 

4 Dehe,dla 827,759,000 
- - 

I 5 Gotalamo 785,518,000 

6 Sabatai Baru 873,580,000 

7 Yiivasan 809,376,000 

8 Pandanga 806,318,000 

9 Daruba 905,052,000 

10 Juanga 803,180,000 

11 Dara me 776,303,000 

12 • Muhajirin 767,2SS,000 

13 Jaubela 1,045,927,000 

14 Totodoku 1,048,460,000 

15 Mandiri 845,819,000 

16 Momojiu 876,015,000 

17 Sabala 791,449,000 

18 Sabatai Tua 887,108,000 

19 Daeo 980,227 ,000 

20 Daeo Majiko 891,325,000 

21 Morodadi 828,110,000 

22 Falila 785,057,000 

23 Pilowo 853,124,000 

24 Kolo ray 802,006,000 

25 Galo-Galo 780,308,000 

26 Kecamatan Morotai Selatan Barat Aru Burung 985,520,000 

27 Cio Maloleo 847,545,000 
28 Tutuhu 920,644,000 
29 Aru lrian 814,324,000 
30 Tiley Pantai 843,869,000 
31 Wayabula 760,124,000 
32 Ngele-ngele kecil 8t4,S68,000 
33 Posi-Posi Rao 888,246,00 0 
34 Leo-Leo Rao 995,457,00 0 
35 Laumadoro 952,876,00 0 
36 Raja 901,616,00 0 
37 Tiley 862,310,00 0 
38 Usbar Pantai 794,408,00 0 
3 9 Ngele-ngele Besar 792,907,00 0 
4 0 Cucumare 815,124,0 00 
4 1 Samlnyamau 923,050,00 0 
4 2 Clo Gerong 845,838,00 0 
43 Warlngln 854,728,0 00 
44 Bobula 872,140,0 00 
45 Clo Dalam 789,710,0 00 

t MIIU INDIICATIP DANA DD.A u1u,ATIN ,uLAU MOAOTAI 
TAMUN ANWMN 2011 

I 

t ,1M1WN MN HNITAPAN IUNCIAN MNA DIM 
ICAIUM11N ,ULAU MOIIOTAI TAHUN AllllAMN IOII 
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BUPATI U U MOROTAI, 

TOTAL 
818,729,000 Sangowo Timur 88 859,881,000 Lifao 87 762,167,000 Doku Mira 86 932,967 ,000 Sangowo 85 
806,222,000 Wewemo 84 
831,622,000 Sambiki Tua 83 
831,277,000 Sangowo Barat 82 
802,524,000 Hino 81 
872,576,000 Rahm at 80 
817,304,000 Gosoma Maluku 79 
777,957,000 Mira 78 
832,795,000 Seseli Jaya 77 
844,592,000 Buho-buho 76 
919,323,000 Gamlamo 75 
919,993,000 Sambiki Baru 74 Kecamatan Morotai Timur 
918,885,000 Lussuo 73 
784,158,000 Bere-bere 72 

1,091,128,000 Kenari 71 
799,401,000 Bido 70 
986,602,000 Leoleo Jaya 69 
891,823,000 Sakita 68 
774,565,000 Tanjung Saleh 67 
761,057,000 Goa Hira 66 
890,620,000 Gorua 65 
779,623,000 Tawakali 64 
764,645,000 Korago 63 
802,601,000 Maba 62 
850,692,000 Gurua Selatan 61 

Yao 857905,000 60 Kecamatan Morotal Utara 
59 1,004,995,000 

892, 752,000 Aru 
Podlmor adan e 57 775 364,000 
loleo 

855 040 Toara SS 
884 926 
850028 

75,514,080,000 
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